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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Akhmadon

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
Pit. Direktur Jenderal Pengayasan Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Ferikanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

/Y 7
Pung Nugroho Saksono 4 Akhmiadon



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

NO SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA  TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN
SK1.1 Terselenggaranya sistem ISK1.1.1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas 81
 pengawasan berbasis (indeks)
- masyarakat yang
partisipatif
SK1.2 | Terselenggaranya Operasi ISK1.2.1 Indeks kinerja operasi kapal pengawas 91
Armada Pengawasan (indeks)
SDKP yang efektif ISK1.2.2 | Indeks kinerja operasi speedboat 91
pengawas (indeks)
ISK.1.2.3 | Persentase Pemenuhan Logistik Kapal 100%
| Pengawas (%) £
SK1.3 | Terselenggaranya ISK.1.3.1 | Persentase sarana dan prasarana 100%
pembangunan serta Pengawasan SDKP yang diselesaikan
perawatan sarana dan (%)
prasarana Pengawasan ISK.1.3.2 | Persentase penyelesaian perawatan 100%
SDKP yang sesuai sarana pengawasan SDKP lingkup
f ketentuan Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
 KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
SK2.1 | Terselenggaranya ISK2.1.1 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan 100
pengawasan pelaku usaha pelaku usaha dan pemanfaat sumber
dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)
daya kelautan ,
- SK.2.2 Tersedianya Data dan ISK.2.2.1 Persentase Penyelesaian Pengumpulan 100%
Informasi Intelijen Kelautan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
- KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
- SK3.1 Terselenggaranya ISK3.1.1 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan 100
pengawasan pelaku usaha pelaku usaha dan pemanfaat sumber
dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)
daya perikanan
- SK.3.2 Tersedianya Data dan ISK.3.2.1 | Persentase Penyelesaian Pengumpulan 100%
- Informasi Intelijen Data dan Informasi Intelijen Perikanan
| - Perikanan (%)
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SK4.1  Terselenggaranya ISK4.1.1 Indeks pengenaan sanksi administratif 80
- Penanganan Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (indeks)
- bidang Kelautan dan ISK4.1.2 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis 80
Perikanan yang tuntas Pemantauan sumber daya kelautan dan
| o perikanan (Indeks)
- SK.4.2 Terselenggaranya ISK.4.2.1 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak 93
penyidikan Tindak Pidana Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Kelautan dan Perikanan
yang berkualitas




_KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP

- SK5.1 | Tata kelola pemerintahan
- yang baik lingkup Ditjen
PSDKP

ISK5.1.1

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna
layanan Publik lingkup Pangkalan
PSDKP Jakarta (indeks)

80

ISK5.1.2

Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk
Pembangunan Unit Kerja Berpredikat
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta
(nilai)

75

ISK5.1.3

Persentase Pelaksanaan Pengendalian
Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)

100%

ISK5.1.4

Nilai Pengawasan Kearsipan Intemnal
lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)

70

ISK5.1.5

Indeks profesionalitas ASN Lingkup
Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)

82

ISK5.1.6

Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan
PSDKP Jakarta (nilai)

ISK5.1.7

Persentase jumlah rekomendasi hasil
pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP
Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya
telah dilengkapi dan disampaikan (%)

84

80

ISK5.1.8

Nilai implementasi program budaya kerja
(nilai)

21

ISK5.1.9

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
pada unit kerja Pangkalan PSDKP
Jakarta (inovasi)

ISK5.1.10

Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar lingkup Pangkalan PSDKP
Jakarta (%)

94

ISK5.1.11

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN
Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)

80

ISK5.1.12

Tingkat Kepatuhan Pengadaan
Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan
PSDKP Jakarta (%)

80

ISK5.1.13

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
(IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP
Jakarta (nilai)

93,76

ISK5.1.14

Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup
Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)

86




NO KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN ANG(gI;)RA o
Kegiatan 1 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur 14.879.402.000
Pengawasan
SK1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis
) masyarakat yang partisipatif
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP
SK1.2 4
yang efektif
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan
SK1.3 sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai
ketentuan
Kegiatan 2  Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 2.223.415.000
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku
SK2.1 "
usaha kelautan yang sesuai ketentuan
. SK2.2|  Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan |
Kegiatan 3 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2.361.790.000
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku
SK3.1 2 ;
usaha perikanan yang sesuai ketentuan
SK3.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan
Kegiatan 4 Peqanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan 754.000.000
Perikanan
SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang
] Kelautan dan Perikanan yang efektif
Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan
SK4.2 . 4
dan Perikanan yang berkualitas
: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen 0
Kegiatan 5 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2301 lN
SK5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen
] PSDKP
Total Anggaran 43.292.782.000
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